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ABSTRAK 
 

Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan perkawinan sekali dalam 
seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) status kepemilikan sesan 
ini membuat perselisihan antara suami dan istri tentang siapa yang harus memiliki 
sesan sehingga berdampak negatif pada salah satu pihak yang seharusnya berhak 
atas sesan. Begitu juga status kepemilikan sesan yang diakibatkan putusnya 
perkawinan karena kematian salah satu pihak (cerai mati). Sehingga pengkajian dan 
analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana status kepemilikan 
sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat lampung serta Tinjauan 
Undang Undang Perkawinan mengenai status kepemilikan sesan pasca perceraian 
dalam adat lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan 
dengan tokoh adat Lampung. Adapun analisis yang akan digunakan penyusun 
dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Pengolahan data berupa 
hasil wawancara diolah melalui bentuk kata untuk menghasilkan jawaban dan 
kesimpulan atas penelitian ini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status kepemilikan sesan masih 
multitafsir dikarenakan tidak ada keseragaman pandangan mengenai status 
kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat Lampung. Namun, pada umumnya, 
status kepemilikan sesan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang 
terlibat dalam perceraian. Sedangkan pada kasus perceraian yang disebabkan 
kematian (cerai mati) kepemilikan sesan tergantung pada siapa yang yang masih 
hidup dan siapa yang meninggal. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia penetapan sesan bisa berupa harta bersama atau harta bawaan tergantung 
sumber perolehannya, proses pemberiannya, waktu dan tata caranya, dan tujuan 
pemberian. 

 

Kata Kunci: Sesan, Harta Perkawinan, Perkawinan Adat Lampung. 
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ABSTRACT 
 

A person in his life certainly wants to carry out a marriage once in his lifetime, in 
the event of a divorce (divorce live) this status of ownership of the sesan makes a 
dispute between the husband and wife about who should have a sesan so that it has 
a negative impact on one of the parties who should be entitled to the sesan. 
Likewise, the status of sesan ownership resulting from the breakup of the marriage 
due to the death of one of the parties (divorce dies). So that the assessment and 
analysis in this study aims to see how the status of sesan ownership after divorce 
occurs in lampung customary law and the Review of the Marriage Law regarding 
the status of post-divorce sesan ownership in lampung custom.  

This research is a descriptive field research. The approach used in this study 
is juridical-empirical. The data collection method was carried out through 
interviews and literature studies with Lampung traditional figures. The analysis that 
will be used by the compilers in this study is qualitative data analysis. Data 
processing in the form of interview results is processed through word form to 
produce answers and conclusions to this research. 

The results of this study show that the status of sesan ownership is still 
multi-interpretation because there is no uniformity of views regarding the status of 
sesan ownership after divorce in the Lampung custom. However, by and large, the 
status of the sesan ownership depends on the agreement of both parties involved in 
the divorce. Meanwhile, in the case of divorce caused by death (dead divorce) the 
ownership of the sesan depends on who is still alive and who dies. In accordance 
with the positive law in force in Indonesia, the determination of sesan can be in the 
form of joint property or inherited property depending on the source of acquisition, 
the process of giving it, the time and procedures, and the purpose of giving. 

 

Keywords: Sesan, Marital Property, Lampung Traditional Marriage. 
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MOTTO 
 

Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa boleh, tetapi 

setelah itu harus bangkit lagi. 

“LIFE MUST GO ON” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam budaya, 

bahasa daerah, ras, adat istiadat, suku bangsa, etnis, agama, dan lain-lainnya.1 

Perkawinan merupakan salah satu dari beragamnya kebudayaan di Indonesia, 

perkawinan setiap daerah memiliki perbedaan, tergantung budaya daerah 

setempat dan tujuannya pun berbeda-beda. Perkawinan tidak luput dari yang 

namanya agama dan adat yang saling berkesinambungan. 

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam 

kehidupan manusia. Perkawinan adalah perilaku yang diciptakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi. Perkawinan 

merupakan praktik budaya yang mendorong berkembangnya nilai-nilai 

kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat 

sederhana budaya perkawinannya bersifat sederhana, sempit dan tertutup, 

sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinan bersifat progresif, 

luas dan terbuka.2 

                                                             
1 H Munir, Salim, “Bhineka Tuggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat - Adat Masyarakat 

Adat Nusantara”, Jurnal AL-Daulah, Vol. 6 (2017), hlm. 65. 

2 Santoso, ‘Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan 
Hukum Adat’, Jurnal YUDISIA, Vol.7.2 (2016), hlm. 412–34. 
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Tujuan dari perkawinan adalah untuk makhluk hidup berkembangbiak, dan 

melestarikan hidupnya.3 Selain memenuhi tuntutan biologis yang mapan antara 

laki-laki dan perempuan, pernikahan juga berfungsi sebagai pelaksana kodrat 

kehidupan manusia. Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, bahwa: 

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Pasangan suami 

istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan melengkapi agar 

kepribadian masing–masing dapat berkembang mencapai kesejahteraan 

sehingga terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.5 

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad 

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan ketaatan pada perintah Allah dan 

melaksanakannya, dan Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.6 

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia mempunyai sistem dan 

berbentuk “perkawinan jujur” dimana pihak laki-laki mengajukan lamaran 

kepada pihak perempuan dan setelah menikah, pihak istri mengikuti 

                                                             
3 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan, (Yogyakarta: 

Bening Pustaka, 2017), hlm.39. 

4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

5 Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 
hlm.3. 

6 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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kedudukan dan tempat tinggal pihak suami, (Batak, Lampung, Bali); 

“perkawinan semanda” sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak 

perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah menikah, suami mengikuti 

kedudukan dan tempat tinggal pihak istri, (Minangkabau, Sumendo, Sumatera 

Selatan); dan “perkawinan bebas” sebagai permohonan dari pihak laki-laki dan 

setelah menikah, baik suami maupun istri bebas memilih kedudukan dan 

tempat tinggalnya, sesuai dengan kehendaknya, (Jawa; mencar, mentas). 

Perkawinan bebas adalah hal yang umum dalam masyarakat keluarga maju 

(modern).7  

Dapat dikatakan bahwa budaya Lampung cukup berbeda dan beragam, 

terutama dalam hal adat istiadatnya yang kental. Tradisi masyarakat Lampung 

yang menganut garis keturunan patrilineal, anak laki-laki dianggap penting 

untuk menjadi penerus atau, lebih khasnya dalam sistem patrilineal di mana 

putra sulung dari orang tua tertua (penyeimbang) memegang kekuasaan adat.8 

Masyarakat adat Lampung dibedakan dengan penduduk pepadun dan 

pesisir. Di sepanjang pantai Lampung terdapat pemukiman Suku Pesisir 

Lampung. Masyarakat Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau 

daratan, berbeda dengan masyarakat Pesisir. Masyarakat suku ini mendiami 

                                                             
7 Ibid., hlm. 430. 

8 Sabaruddin Sa, Saibumi Ruwai Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin, (Jakarta: Bulletin 
Way Lima Manjau, 2013), hlm. 69. 
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dataran tinggi dan pedalaman. Masyarakat Pepadun menggunakan pola 

kekerabatan patrilineal.9  

Perkawinan adat di masyarakat Lampung berbentuk perkawinan jujur 

dengan garis keturunan ayah (patrilineal) dan pemberian uang kepada 

mempelai wanita digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah 

tangga (sesan), meskipun tidak semua barang dibeli dengan uang yang 

diberikan oleh mempelai laki-laki. Sesan ini nantinya akan diberikan kepada 

mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan, yang juga ditandai dengan 

penyerahan mempelai wanita kepada keluarganya (secara adat). Hubungan 

antara mempelai wanita dan orang tuanya terputus sesuai dengan hukum adat.10 

Sesan adalah barang yang diberikan oleh keluarga mempelai wanita sebagai 

tanda kasih sayang dan sebagai tanda kenang-kenangan dari orang tua 

mempelai wanita, kerabat, dan sanak saudara (Kelama, Kemaman, Kenubi, 

dll), mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bisa berupa surat atau 

“barang bergerak dan tidak bergerak”, seperti perabot rumah tangga sebagai 

sarana pindah ke Jenganan (rumah keluarga pengantin baru). Kemunculan 

sesan yang dulunya hanya untuk kebutuhan rumah tangga kini semakin 

bertambah nilainya di samping yang sering kita lihat dalam tradisi sesan. Selain 

itu, ada pula yang memberikan rumah atau tempat tinggal, mobil atau 

kendaraan, emas, perak, intan, surat berharga, dan barang-barang lainnya yang 

                                                             
 9 Lampung sai bumi ruwai jurai, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-

ruwa-jurai/ diakses pada 4 November 2022. 

10 Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 13. 
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terutama diberikan oleh keluarga mempelai wanita untuk membantunya 

menjalankan rumah tangga bersama suaminya. Resepsi pernikahan biasanya 

mengikuti penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki, dan 

kemudian sesan diberikan kepada keluarga laki-laki berbarengan dengan 

penyerahan mempelai wanita tersebut.11 

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan hubungan suami serta istri 

yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi 

berkedudukan menjadi suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama 

pada suatu rumah tangga. Seseorang dalam hidupnya tentu ingin melaksanakan 

perkawinan sekali dalam seumur hidupnya, apabila terjadi perceraian (cerai 

hidup) status kepemilikan sesan ini membuat perselisihan antara suami dan istri 

tentang siapa yang harus memiliki sesan sehingga berdampak negatif pada 

salah satu pihak yang seharusnya berhak atas sesan. Begitu juga status 

kepemilikan sesan yang diakibatkan putusnya perkawinan karena kematian 

salah satu pihak (cerai mati). Sebagian masyarakat lampung beranggapan 

kepemilikan sesan jatuh kepada mempelai laki - laki karena keluarga laki - laki 

memberikan uang kepada keluarga mempelai wanita, dan ada juga sebagian 

masyarakat beranggapan milik keluarga mempelai wanita karena pada 

umumnya uang yang diberikan keluarga laki - laki tidak sebanding dengan 

barang yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita. Selama ini terjadi siapa 

yang kuat dalam mempertahankan sesan, maka akan mendapatkannya. 

                                                             
11 Adat budaya lampung, Sesan https://www.zainudinhasan.com/sesan/ diakses pada 

tanggal 8 November 2022. 
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Sesan juga menimbulkan pertanyaan yang dimana termasuk dalam harta 

bawaan atau harta bersama. Menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 Harta 

perkawinan meliputi harta gonogini, harta warisan, harta hadiah, dan warisan. 

1. Gonogini (bersama) harta, atau harta benda yang diperoleh suami istri 

selama masa perkawinan mereka. 

2. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami istri. 

Jika tidak dinyatakan berbeda, harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan 

dapat dikuasai masing – masing. 

Seperti dapat disimpulkan dari uraian di atas, penyusun antusias untuk 

mengkaji, melakukan penelitian, dan selanjutnya menulis skripsi dengan judul: 

“STATUS KEPEMILIKAN “SESAN” PASCA PERCERAIAN DALAM 

HUKUM ADAT LAMPUNG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah praktek sesan di masyarakat lampung? 

2) Bagaimanakah status kepemilikan sesan pasca terjadinya 

perceraian dalam hukum adat lampung? 

3) Bagaimanakah Tinjauan Undang Undang Perkawinan mengenai 

status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam adat lampung? 
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C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dirumuskan peneliti ini adalah untuk 

menjawab rumusan masalah di atas, yaitu: 

a) Untuk mengetahui praktek sesan pada masyarakat lampung. 

b) Untuk mengetahui status kepemilikan sesan pasca terjadinya 

perceraian dalam hukum adat lampung. 

c) Untuk mengetahui Tinjauan Undang Undang Perkawinan 

mengenai status sesan di adat lampung. 

2. Kegunaan 

Penelitian ini di harapkan adanya kegunaan atau manfaat, Adapun 

kegunaan dari penelitian mengenai ini adalah: 

a) Kegunaan Teoritis 

Hasil teoritis penelitian ini sebagai upaya pengembangan 

wawasan pengetahuan hukum khususnya hukum adat dan undang-

undang perkawinan dalam mengkaji status kepemilikan sesan pasca 

terjadinya perceraian dalam hukum adat lampung. 

b) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis untuk menambah bahan bacaan dan 

memberikan informasi yang lebih kongkrit bagi masyarakat yang 

memerlukan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya, 

dan menambah pengetahuan dan wawasan sesan bagi khalayak 

umum. 
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D. Telah Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan penelitian sebelumnya, penelitian saat ini 

menggunakan penelitian sebelumnya sebagai tolak ukur untuk 

membandingkan dengan penelitian yang akan datang. Landasan untuk 

penelitian ini adalah penelitian sebelumnya. 

Skripsi yang ditulis oleh Gita Safitri Zanela Mahasiswa Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan 

Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat 

Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 

1 Bandar Lampung). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa metode penentuan 

sesan adalah dengan memberikan uang jujur kepada mempelai wanita untuk 

membeli barang-barang rumah tangga atau perabotan yang akan dibawa saat 

prosesi upacara pernikahan, dimana biaya pembelian barang tersebut berasal 

dari uang yang diberikan oleh pihak laki-laki, dimana dalam menentukan 

keluarga perempuan menentukan sesuai dengan kemampuan laki-laki dan 

mayoritas didasarkan pada kelas sosial (strata Sosial), atau dengan kata lain 

Orang tua pengantin wanita atau anggota keluarga dekat lainnya memberikan 

sesan atau mereka mungkin berjanji atau menunda memberikan hadiah pada 

upacara pernikahan. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan sesan oleh 

pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat Adat Lampung 

Pepadun bahwa sesan termasuk kedalam Urf (adat kebiasaan) dan hukumnya 

mubah (memilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut atau tidak), 



 

9 
 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sesan ini sendiri merupakan 

kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak 

bertentangan dengan syara‟, karena sifat dari sesan di sini tidak diwajibkan 

untuk dipenuhi.12 

Skripsi yang ditulis oleh Meli Fitria Mahasiswa Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dengan judul “Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun 

Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya) dengan fokus 

penelitian guna mengetahui Sesan di dalam masyarakat Lampung Pepadun di 

Desa Gunung Sugih Raya. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam 

masyarakat adat Pepadun, jika pihak perempuan telah terikat dengan jujur 

pihak wanita akan membawa sesan sendiri saat menghantarkan mempelai, 

penelitian tersebut membahas faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya 

sesan.13 

Tesis yang ditulis Arya, M Murkholis Pascasarjana Hukum Keluarga Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Pengembalian 

Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Persfektif Hukum 

Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg.). Dalam tesis ini 

                                                             
12 Gita Zanela, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga 

Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat 
Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung), Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-
Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. 

13 Meli Fitria, Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam 
(Studi pada Desa Gunung Sugih Raya), Skripsi Hukum Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyyah 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. 
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dijelaskan bahwa jika terjadi perceraian dan suami meminta cerai, maka wanita 

tersebut tidak diharuskan mengembalikan mahar tersebut. Dengan demikian, 

putusan hakim untuk tidak memberikan uang jujur sesuai dengan hukum 

Islam.14  

Tesis yang ditulis oleh Hadi Pranoto Pascasarjana Universitas Diponegoro, 

dengan judul “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta 

Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri 

Semarang)” Tesis ini menjelaskan bahwa jika pernikahan berlangsung selama 

lebih dari lima tahun, harta bawaan bercampur dengan harta bersama dan 

dikembalikan kepada suami dan istri. Harta bersama pasangan yang bercerai 

dibagi dua dan didistribusikan secara merata.15 

Penelitian diatas membahas terkait sesan sebagai harta perkawinan akibat 

perceraian secara umum. Namun, keempat penelitian tersebut belum 

membahas tentang status kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian 

masyarakat Lampung baik cerai hidup atau kematian (cerai mati). Sehingga 

dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah kajian terkait status 

kepemilikan sesan pasca terjadinya perceraian kepada masyarakat terutama 

masyarakat lampung. 

                                                             
14 Arya, M Murkholis, Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara 

Perceraian Persfektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg.) Tesis Hukum 
Keluarga Islam Ahwal-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.  

15 Hadi Pranoto, “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta 
Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. Tesis 
Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015. 
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E. Kerangka Teoritik 

Dalam Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974 menentukan 

bahwa:  

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 

menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, 

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di 

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan hal lain”.  

Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum 

yang mengatur tentang pengaruh perkawinan terhadap harta suami istri yang 

telah melakukan perkawinan. Istilah hukum harta perkawinan adalah dari 

kata huwelijksvermogensrecht sedangkan hukum harta benda perkawinan 

huwelijksgodererrecht.16  

Menurut hukum adat, harta perkawinan mencakup semua harta yang 

dikelola bersama oleh suami dan istri selama mereka menikah. Contohnya 

termasuk harta pribadi yang diperoleh dari warisan, hibah, harta pendapatan 

sendiri, pendapatan suami-istri, dan hadiah.17 Statusnya sebagai modal 

untuk membiayai kehidupan berumah tangga suami istri, maka harta 

perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:  

                                                             
16 J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.70. 

17 Hilman Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Bandung: Mandar Maju, 
1992), hlm. 156. 
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1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu 

harta bawaan  

2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum 

atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;  

3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama 

perkawinan yaitu harta pencaharian.  

4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan 

sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.18 

F. Metode Penelitian  

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari narasumber. Penyusun akan langsung terjun ke 

tempat penelitian yaitu Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi 

dan data yang akurat dari masyarakat setempat mengenai status kepemilikan 

sesan pasca terjadinya perceraian dalam hukum adat Lampung.  

                                                             
18 Evi Djuniarti, ‘Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang 

Perkawinan Dan KUH Perdata’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17.4 (2017), hlm. 445. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Menurut M. Syamsudin, analisis 

deskriptif adalah kajian terhadap hasil pengolahan data yang hanya sebatas 

deskripsi, penyajian dan interpretasi fakta secara terstruktur agar lebih 

mudah dipahami dan relevan. Karena hasil yang diambil dari penelitian ini 

secara faktual, semuanya selalu dapat ditelusuri kembali ke data yang 

diperoleh. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mencirikan secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan sesan pasca perceraian. 

3. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisa status 

kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum adat lampung dilakukan 

dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang 

dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena 

dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan 

bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan 

pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, 

kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data 

primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 
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4. Sumber Data  

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a) Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data atau peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian 

ini yang didapatkan dari hasil observasi, dan hasil dari wawancara dengan 

tokoh adat, tokoh masyarakat dan pasangan suami istri yang telah bercerai, 

dan hakim terkait status kepemilikan sesan pasca perceraian dalam hukum 

adat Lampung. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan 

hukum. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku-buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, tesis, peraturan 

perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan 

objek penelitian, yang dapat membantu dalam menganalisis dan menunjang 

penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

1) Wawancara. 

Salah satu cara pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, 

yang dapat dilakukan sendiri atau kelompok dan dapat berupa kegiatan 

komunikasi lisan terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusun melakukan wawancara langsung 
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dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat adat, pasangan suami atau istri yang 

bercerai, dan hakim untuk mendapatkan gambaran umum tentang status 

kepemilikan. 

 Bapak Hanafiah (Tokoh Adat). 

 Bapak Baherman A.B ( Tokoh Adat). 

 Bapak Tajuddin ( Masyarakat Adat). 

 Ibu Nurhayati (Masyarakat Adat). 

 Ibu M. (Pelaku Perceraian). 

 Bapak Fatkul Mujib (Hakim). 

2) Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk melengkapi sumber data primer, 

yakni mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji 

bahan-bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian. Studi pustaka 

juga berguna untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari hasil 

wawancara sebagai sumber primer.  

6. Analisis Data  

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisa data tersebut menggunakan analisis secara kualitatif 

menggunakan cara berfikir metode induktif, suatu upaya membangun teori 

berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan pada status kepemilikan 

sesan pasca perceraian dalam hukum adat Lampung. Kemudian dari data 
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diambil suatu kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang 

pembahasan objek yang diteliti.  

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi 

dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:  

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran 

menyeluruh dan terorganisir dari temuan penelitian yang akan berfungsi 

sebagai dasar untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah utama. Bab ini 

mencakup uraian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian, dan pembahasan 

sistematika. 

Bab kedua membahas tentang Perkawinan secara umum dan, sistematika 

yang kedua berisi pemaparan-pemaparan berupa pengembangan landasan teori 

terkait penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan dalam sub bab kerangka 

teoritik. Berupa tentang harta dalam perkawinan, dan perceraian. 

Bab ketiga berisikan tentang konsep sesan dalam adat perkawinan 

Lampung. Bab ini akan memaparkan mengenai pengertian sesan, teori sesan, 

macam-macam sesan, sumber sesan, dan pendapat tokoh adat dan masyarakat 

adat. 

Bab keempat berisikan tentang analisis terhadap status kepemilikan sesan 

pasca perceraian dalam hukum adat perkawinan masyarakat Lampung. Bab ini 
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akan memaparkan mengenai analisis terhadap ketentuan dan status sesan dalam 

adat perkawinan masyarakat Lampung, dan analisis terhadap pendapat tokoh 

adat dan pasangan suami istri yang telah bercerai.  

Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran tentang bagaimana skripsi ini 

ditulis. Diikuti dengan daftar pustaka yang berfungsi sebagai daftar semua 

referensi yang digunakan untuk menyusun skripsi ini. 

 

 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis pada bab 

sebelumnya, maka telah dirumuskan oleh penyusun. Adapun kesimpulan yang 

diambil sebagai berikut: 

1. Sesan adalah barang yang diberikan orang tua mempelai wanita kepada 

anak mereka yang akan menikah, yang nilainya sesuai dengan jumlah uang 

yang ditinggalkan oleh pihak mempelai pria atau Barang yang diberikan 

oleh orang tua mempelai wanita kepada putrinya yang akan menikah 

sebagai warisan dari orang tuanya. Barang-barang tersebut biasanya berupa 

barang-barang rumah tangga termasuk lemari, pakaian, perhiasan emas, 

tetapi mereka juga dapat memberikan tanah, rumah, mobil, dan hal-hal lain. 

Sesan yang telah dibelanjakan dalam bentuk barang tersebut berasal dari 

Tengepi, Seghah, dan Tulung. Latar belakang masih berlakunya sesan 

dikarenakan sesan semacam keharusan yang harus selalu ada pada 

pernikahan dan agar tidak tergerus oleh zaman sesan adalah tradisi yang 

harus dilestarikan karena sesan sudah mendarah daging pada masyarakat 

Lampung. 

2. Status kepemilikan sesan masih multitafsir dikarenakan tidak ada 

keseragaman pandangan mengenai status kepemilikan sesan pasca 

perceraian dalam adat Lampung. Setiap tokoh adat dan masyarakat adat 

memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. 
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Namun, pada umumnya, status kepemilikan sesan tergantung pada 

kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian. Sedangkan 

pada kasus perceraian yang disebabkan kematian (cerai mati) kepemilikan 

sesan tergantung pada siapa yang yang masih hidup dan siapa yang 

meninggal. Jika yang meninggal adalah seorang laki-laki, maka harta sesan 

akan diperoleh oleh istri. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah seorang 

perempuan, maka harta sesan akan diperoleh oleh suami.  

3. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia penetapan sesan 

bisa berupa harta bersama atau harta bawaan tergantung sumber 

perolehannya, proses pemberiannya, waktu dan tata caranya, dan tujuan 

pemberian. 

B. Saran 

1. Penyimbang dan tokoh adat harus mengedukasi masyarakatnya tentang 

adat lampung, khususnya sesan dengan memberikan pengarahan kepada 

suami saat pernikahan agar pasangan suami istri, kerabat, dan tamu yang 

hadir dapat memahami sistem sesan yang sebenarnya. 

2. Pasangan suami istri harus melakukan perjanjian pranikah terkait sesan 

dengan legalisir harta benda sesan yang dibawa agar pada saat terjadinya 

perceraian pembagian harta sesan jelas. 

3. Diharapkan kepada masyarakat Lampung akan lebih memahami tradisi 

mereka sendiri sehingga tidak akan ada kesalahpahaman tentang 

bagaimana penafsiran adat, terutama dalam hal sesan dalam pernikahan. 
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